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PENETAPAN
Nomor : 064/Pdt.P/2018/PA.PKP
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah
menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang
diajukan oleh:

Pemohon |, lahir di Tua Tunu, 17 Januari 1960, umur 58 Tahun, agama
Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan terakhir SD, tempat
tinggal di Kota Pangkalpinang, Sebagai Pemohon I.

Pemohon Il, lahir di Tua Tunu, 5 April 1965, Umur 53 Tahun, agama Islam,
pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di
Kota Pangkalpinang, Sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il di persidangan serta

memeriksa bukti-bukti dipersidangan ;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat
permohonannya tertanggal 09 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan
itsbat nikah, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pangkalpinang dengan register Nomor : 064/Pdt.P/2018/PA.PKP
tanggal 13 Nopember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il adalah sepasang suami istri,
Menikah di Kelurahan Tua tunu Indah Kecamatan Gerunggang pada
tanggal 23 April 1982 dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon Il
bernama M. Ali bin Rais, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Ibrohim
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bin Idrani dan Rozi bin Latif serta Mas kawin berupa Seperangkat Alat

Shalat di bayar tunai dan menikah menurut Agama Islam :
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada

halangan untuk menikah baik menurut hukum Syariat maupun Hukum
perudang-undangan yang berlaku, tidak ada hubungan darah, Semenda

dan tidak ada hubungan sepersesusuan.
3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah

tercatat di Kantor Urusan Agama karena tidak mampu dalam hal biaya.
4. Bahwa, setelah akad nikah sampai dengan Permohonan ini diajukan,

Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah mendapat atau mengurus akta

nikah tersebut;
5. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il sampai dengan sekarang tidak

pernah keluar dari Agama Islam atau Murtad;
6. Bahwa, pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai

Tujuh orang anak yang bernama :
1. Muhammad Sarmubi bin Ibrohim, yang berusia 32 Tahun.
2. Fitri Alamsyah Binti Ibrohom, yang berusia 28 Tahun
3. Sapriyadi Alamsyah bin Ibrohom, tyang berusia 26 Tahun.
4. Misnawati Binti Ibrohim, yang berusia 24 Tahun
5. Sarnawati Binti Ibrohim, yang berusia 22 Tahun
6. Iskandar bin Ibrohim, yang berusia 20 Tahun.
7. Abdullah Hamid bin lbrahim, yang berusia 18 tahun.
7. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut

untuk membuat buku nikah dan kepastian hukum.
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan

sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.3
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan
melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Pangkalpinang atas perkara ini
kepada Kantor Urusan Agama Gerunggang untuk dicatat dalam daftar

yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
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2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon | (Pemohon ) dengan
Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Kelurahan Tua Tunu Indah

Kecamatan Gerunggang pada tanggal 23 April 1982 adalah sah;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang

seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon | dan Pemohon
Il hadir. Hakim telah memberikan penjelasan dan pengarahan kepada Pemohon
| dan Pemohon Il tentang itsbat nikah dan semua persyaratannya. Kemudian
dibacakan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Para Pemohon ;
Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibrohim, Nomor
1971051701600002 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Pangkalpinang,
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rominah, Nomor
1971054504650006 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Pangkalpinang,
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Ibrohim Nomor 1971050710130008
dikeluarkan oleh Dukcapil kota Pangkalpinang, bermeterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya bukti P.3 ;
Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menghadirkan saksi-saksi
sebagi berikut :
. Saksi |, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, Tempat
tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya
memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut
disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I/l adalah tetangga ;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri menikah di

Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang dan tidak dihadapan

petugas KUA ;
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- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon | dan Pemohon I

karena dari cerita;
- Bahwa status Pemohon | saat menikah adalah Jejaka dan

Pemohon Il adalah perawan ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama islam

dengan wali ayah kandung Pemohon Il mahar seperangkan alat sholat

dan dihadapan dua orang saksi ;
- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan

nasab atau hubungan yang mengharamkan menikah ;
- Bahwa setalah menikah Pemohon | dan Pemohon Il tinggal

bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan selama ini tidak ada

masyarakat yang mempermasalahkan ;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon | dan Pemohon Il telah

dikaruniai 7 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi, sejak menikah hingga saat ini Pemohon |

dan Pemohon Il tidak pernah bercerai ;

Il. Saksi Il, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di
Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan
keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah

dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai

berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il ;
- Bahwa saksi dan Pemohon adalah .. ;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah di tua Tunu
Indah ;

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il secara sirri yaitu

tidak dihadapan petugas KUA ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon | dan Pemohon Il menikah karena

cerita;
- Bahwa status Pemohon | sebelum menikah adalah jejaka dan

Pemohon Il statusnya adalah perawan ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama islam

sebagaimana masyarakat pada umumnya ;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No. 64/Pdt.P/2018/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali adala ayah kandung
Pemohon Il, mahar berupa seplerangkat alat sholat dan dihadapan dua

orang saksi ;
- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan

nasab atau hubungan yang mengharamkan menikah ;
- Bahwa setalah menikah Pemohon | dan Pemohon Il tinggal

bersama dan telah dikaruniai anak 7 orang ;
- Bahwa selama Pemohon | dan Pemohon Il hidup bersama selama

ini, tidak ada masyarakat yang komplin ataupun mempermasalahkan ;
- Bahwa setahu saksi, sejak menikah hingga saat ini Pemohon |

dan Pemohon Il tidak pernah bercerai ;

Bahwa, Pemohon | dan Pemohon II membenarkan keterangan dua
orang saksi tersebut ;

Bahwa Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tidak ada lagi
yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya
semula mohon permohonannya dikabulkan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka
ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemhon | dan Pemohon |l mengajukan
permohonan ltsbat nikah atas pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il
yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara Itsbat nikah menjadi kewanangan
Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006
dan peribahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Oleh karena
Pemohon | dan Pemohon Il beralamat dalam yurisdiksi Pengadilan Agama
Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama
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Pangkalpinang sesuai dengan 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo.
Pasal 11 angka (4) Perma Nomor 1 tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi
Hukum Islam disebutkan : “yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah
ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang
berkepentingan dengan perkawinan itu”. Dalam perkara ini, Pemohon | dan
Pemohon Il adalah pihak yang berkepentingan langsung, oleh karena itu para
Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi
Hukum Islam disebutkan : “itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan
Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :@ a. adanya
perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah, c.
adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d.
adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1
Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai  halangan  perkawinan  menurut  halangan  perkawinan
Undangundang No. 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa sidang itsbat nikah ini dilaksanakan secara
terpadu dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pangkalpinang
dan Kementerian Agama Kota Pangkalpinang dalam hal ini Kantor Urusan
Agama. Pelaksanaan sidang terpadu ini sudah sesuai dengan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan
Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah
Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta
Kelahiran ;

Menimbang, bahwa sidang itsbat nikah ini dilaksanakan dengan
Hakim Tunggal sesuai dengan pasal 12 angka (4) Perma Nomor 1 tahun 2015
tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Agama / Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan,
Buku Nikah, dan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon | dan Pemohon Il

adalah sebagai berikut :
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- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah di Kelurahan Tua Tunu
Indah tanggal 23 April 1982 dengan wali nikah orang tua Pemohon II,
disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar seperangkat alat sholat ;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan syar’i
untuk menikah ;

- Bahwa pernikahan Pemhon | dan Pemohon Il tidak dicatat di Kantor
Urusan Agama ;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mohon dikeluarkan itsbat nikah agar
bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan pernikahan Pemohon | dan

Pemohon II mempunyai legalitas ;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon | dan Pemohon Il wajib
membuktikan dalil permhonannya ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti Pemohon |
dan Pemohon I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat dan
sahnya perkawinan menurut hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum islam di
Indonesia, rukun perkawinan itu ada lima yaitu : Calon Suami, Calon Isteri, Wali
Nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Hal ini sejalan pula dengan yang ditulis
oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-
Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz Il, hal. 41, rukun nikah tersebut ialah:

'ls uEs IS UIS,I 9 Jms

- ¥ 1]
‘_5\!’_94.7_9)_90)&“14.7 ISJI
a0 § J 15 2D Liv s 9
Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada

lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan

shighat.

Menimbang, bahwa syarat calon mempelai laki-laki berusia minimal 19
tahun dan calon mempelai perempuan minimal berusia 16 tahun sebagaimana
pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Sementara untuk wali
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nikah sebagaimana dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
syaratnya adalah muslim, baligh, berakal. Wali ini ada dua macam yaitu wali
nasab dan wali Hakim. Berdasarkan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang
laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu
atau tuli. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang wali dan saksi ini sesuai
dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad

sebagai berikut
o - I
o3plig Cnlss VI ZIGY
Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia dikatakan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar
kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati
oleh kedua belah pihak”. Ketentuan ini sesua dengan perintah Allah dalam

Surah Annisa’ ayat 24 5
£ - - 2 _ sp w2 =z
asou )9 o259>1 Hagile

“Maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna).”
[An-Nisaa’/4: 24].
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“Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah
maskawin mereka dengan patut.” [An-Nisaa’/4: 25]

Menimbang, bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak
ada hubungan nashab dan juga bukan saudara sesusuan, maka tidak ada
halangan bagi keduanya untuk menikah, vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa itsbat nikah dapat dikabulkan apabila ketentuan
syarat dan rukun nikah tersebut diatas terpenuhi ;
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Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon Il kalau
dikaitkan dengan syarat dan rukun perkawinan diatas, telah terpenuhi. Namun
dalil tersebut harus dibuktikan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang disampaikan oleh Pemohon | yaitu
Fotocopy KTP yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,
adalah sebagai bukti untuk mebuktikan kalau benar Pemohon | berdomisili di
wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang bukti tersebut merupakan
akta Otentik dan Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah
mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan
sesuai dengan pasal 285 RBg. ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang disampaikan oleh Pemohon Il yaitu
Fotocopy KTP yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,
adalah sebagai bukti untuk mebuktikan kalau benar Pemohon Il berdomisili di
wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang bukti tersebut merupakan
akta Otentik dan Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah
mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan
sesuai dengan pasal 285 RBg ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotocopi Kartu Keluarga, diaman
aslinya merupakan akta otentik. Bukti tersebut disampaikan untuk
membuktikan kalau Pemohon | dan Pemohon Il selama ini dalam satu keluaga
dan berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Pangkalpinang, bukti tersebut
telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat
dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari para Pemohon, sudah dewasa
dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga, Hakim
mempertimbangkan scara sosiologis, dimana dalam masyarakat, setiap terjadi
pernikahan, maka yang paling mengetahui adalah keluarga dekatnya. Semakin
dekat hubungan kekeluargaan, maka akan semakin mengetahui ada atau
tidaknya perkalinan tersebut ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg
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dikatakan “Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa
mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja
berwenang untuk menjadi saksi”. Majelis Haim berpendapat bahwa soal
perkawinan termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu
berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para saksi dari para Pemohon
secara formil dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saki 1 dan saksi 2 yang saling
bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri ;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah Keluarahan Tua Tunu
Indah kecamatan Gerunggan ;

- Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatat di KUA ;

- Bahwa Pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dilaksanakan dengan
tata cara agama islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan
mahar seplerangkat alat sholat dihadapan dua orang saksi nikah ;

- Bahwa pada saat nikah Pemohon | statusnya Jejaka dan Pemohon Il
adalah perawan ;

- Bahwa selama ini Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup bersama dan
diakui oleh masyarakat sebagai suami isteri dan tidak ada masyarakat yang
komplin ;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai anak
7 orang ;

Menimbang bahwa keterangan dua saksi tersebut bersesuaian dengan
dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon I, sehingga secara materil dan
formil keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah
mempunyai kwalitas pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa
dalil permohonan para Pemohon tentang telah terjadinya pernikahan secara
sirri pada tanggal 23 April 1982 di kelurahan Tua Tunu Indah, kecamatan
Gerunggang kota Pangkalpinang, telah dilaksanakan dengan tata cara yang
sesuai dengan hukum figh Islam, kemudian dalil tersebut telah dibuktikan oleh
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para Pemhon dengan bukti tertulis dan saksi-saksi, dimana bukti tersebut telah
dipertimbangkan sebagai bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat ulamak dalam kitab
figh sebagai berikut :

Dalam kitab IanatutcThaIbin Juz IV hala 254
aizuo S5 bl el e lSu Sgcall (n9g
o2dlivg nlg 95 (yo alog g

Artinya : * Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan
seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan

yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi”;

Dalam kitab I'anatut Thalibin Juz Il halaman 308 yang bunyinya

ol 6l gl skl &IUJI 181 Jub,

Artinya Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah
dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang
perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di
atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum formil maupun materil, ternyata
perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi rukun dan
syarat perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam,
serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum
Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon | dan Pemohon II dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dilaksanakan secara terpadu
bersama Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama, dimana Pemerintah

Daerah telah mengalokasikan Anggaran melalui Anggaran Perubahan Dinas
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Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, maka semua biaya yang
timbul dari perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara melalui Anggaran
Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang tahun
2018;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon ll;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Pemohon 1)

dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 23
April 1982 di Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota

Pangkalpinang;
3. Memerintahakan Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan

perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang

kota Pangkalpinang;
4, Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui Anggaran

Perubahan ABD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang
sejumlah Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di balai sidang Terpadu pada hari Kamis
tanggal 06 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal
1440 Hijriyah, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Drs. H. Husin, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh
Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Penetapan Nomor:
064/Pdt.P/2018/PA.PKP

tanggal 14 Nopember 2018, dengan dibantu oleh Julik Pranata, S.H,
M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon 11 ;

HAKIM TUNGGAL,

Drs. H. Husin, M.H.
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PANITERA PENGGANTI,

JULIK PRANATA, S.H, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran ........... = Rp.
30.000,-
2. Biaya Proses .................. = Rp.
50.000,-

3. Relaas ......ccoooviiiiiinn. = Rp. 120.000,-

4, Meterai .....oocovviiviiininnnn. =Rp. 6.000,-

5. Redaksi......................... =Rp. 5.000,-
Jumlah ... = Rp. 211.000,-
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